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Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa â€œSetiap orang yang tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)â€•. Namun kenyataannya, dalam 2 kasus anak yang Menjadi Perantara Jual-Beli
Narkotika yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh terdapat perbedaan dalam penerapan
pemidanaan terhadap anak yang menjadi perantara jual-beli narkotika.
	Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan sebagai perantara dalam
jual-beli narkotika, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang dijadikan sebagai perantara narkotika, dan upaya serta
langkah-langkah yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah agar anak tidak dijadikan sebagai perantara narkotika.
Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder
dengan mempelajari buku-buku, undang-undang, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Sedangkan
penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak diharapkan mampu melindungi hak-haknya untuk
menghindari penanganan yang salah selama proses peradilan pidana berlangsung. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap
anak yang dijadikan sebagai perantara narkotika belum terlaksana dengan baik dikarenakan pada 2 kasus tersebut bentuk
pertanggungjawabannya belum sesuai dengan UU SPPA. Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh penegak hukum untuk
mencegah agar anak tidak dijadikan sebagai perantara narkotika adalah dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah,
penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) dan masyarakat.
Diharapkan kepada masyarakat Kota Banda Aceh khususnya anak di Kota Banda Aceh tidak ikut serta ataupun terlibat dalam
perbuatan tindak pidana narkotika dengan menjadi perantara jual-beli narkotika. Disarankan kepada pihak Kepolisian, BNNP Aceh
dapat lebih ketat dalam mengawasi orang yang melakukan pengedaran narkotika.
